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PUTUSAN
Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.BL

ZeAR= b 2
%\TLﬁE&M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan

secara elektronik:

kuasa khusus
feri, S.H., Para
: g berkantor di
Sumberdiren
ghgan domisili

@gmail.com.,

XXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Blitar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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_ = Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3 putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang

di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor
1945/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum
sebagai suami istri sejak menikah tanggal 04 Januari 2007, Kutipan Akta
Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxX, berdasarkan surat keterangan tanggal 12

Juni 2024 dikeluarkan - an Agama Kecamatan Udanawu,

il dan Tergugat
% mulai goyah
sejak tahurj lahir, hal ini

disebabkan uhi kebutuhan

urusan keluarga.
4. Bahwa pada Januari tahun 2011 Penggugat memutuskan pergi ke
Luar Negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selama diluar Negeri
perselisihan sering terjadi karena Tergugat sering berkata kasar dan sulit
berkomunikasi;
5. Bahwa pada puncaknya pada awal tahun 2021 saat Penggugat

akan kembali ke Indonesia, Tergugat menolak untuk tinggal bersama di
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan menyuruh Penggugat pergi hingga saat ini
berpisah tempat tinggal masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas akibat dari sikap
Tergugat, Penggugat dalam keadaan tertekan menderita lahir batin dan
tidak dapat meneruskan berumah tangga tujuan membina rumah tangga
yang baik sakinah mawadah dan warahmabh tidak dapat tercapai;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal lebih dari 6 tahun dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana

8.

Berdasarkan dalil
sesuai dengan
Agama Blitar u
memberikan putd:
PRIMER

3.
undangan yang berlaku;
SUBSIDER
Atau Peradilan yang baik mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat
dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan
surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal
10 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia
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namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan
oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara
dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat; g

1. Fotokopi -Kapt# WXXXX  atas nama

ar@Blitar tanggal 04

Maret 2024, ‘_ h dinezegelnd
(P1); ik y

2. Fotokopi R ﬁf_‘gr atas nama
Penggugat d NIIE '. 5dh Agama KUA

)4 Januari 2007,

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat DKecamatan Srengat,

Kabupaten Blitar, dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.BL
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, karena
sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terlalu perhitungan
dan tidak rutin memberi uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari
Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dan tidak
peduli urusan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6

tahun;

- Bahwa saksi tahu SE

Di bawah suf

paman Pengg
-Bahwa Pengg

bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat DKecamatan Srengat,
Kabupaten Blitar, dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis, karena
sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat terlalu perhitungan
dan tidak rutin memberi uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari
Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dan tidak

peduli urusan keluarga;
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- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6
tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai paman telah berusaha untuk memberikan nasihat
kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan
Tergugat; I —

mengajukan sesuatu fg pulan secara tertulis

tertanggal 29 Juli 2024¢# (s ."-‘x

mohon putusan;
Bahwa un

sebagaimana teltpaner i@ Sieand \ersidal pérkara ini dan

Menimbang, §\paffia  teddistya afll,  Maj Hakim  perlu

2024 telah ternyata memenuhi sa 2 rt kuasa, yaitu telah memenuhi
unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan
isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak
berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi
kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta
telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat,
bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah

sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994
dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai
kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan
tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a
quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang

dengan Undang-uriglg : Lapgn “200¢ ¢ kedua dengan
Undang-undang : Algadilan Agama

berwenang memg

berada pada y
undang Nomor T
dengan Undang-#
Undang-Undang

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo.
Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah
terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang
idak

; ,;a'-hiié--;é lain untuk menghadap
q&y@n awi8gkipun Jurusita Pengganti

resmi dan patut

tanpa alasan yang sah, dan t

a Tergugat harus

Al (a oSla o3 e J“el“)‘\ﬂcén‘s‘meﬂ‘u‘wd‘u%

dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar
disebabkan:
- Tergugat terlalu perhitungan dan tidak rutin memberi uang nafkah untuk
kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dan tidak peduli urusan
keluarga, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah
hingga sekarang + 6 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon

untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun
karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum
acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

tentang penyesug
surat bukti tersel

mengikat berdasarig

Menimbang, WiVl e e Pan 2 (dua) orang
saksi, bukan orang yai, dildan J&h yalo telah memberikan
keterangan di bawah sthgpghnya. g orang demi seorang

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170,
171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara

istri sah;

Menimbang

terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan

selama + 6 tahun lamanya;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik
dalam Al Qur’an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:
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se Lo 7T e sA v 2E L 3 E o, Lpoa o
o=l Jars ) 8 el WSkl 0 I 5 G

i

o VA
caxyls (el

.- __ 72 %

o> 8394

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang, i —

aha Esa;

k didamaikan

¢ kawinan tidak

&' dy Terg Inat dan sudah
ajehs Hal

maupun para

erhasil sehingga

. d
belah pihak, oleh karena orkat i 39
Menimbang, bahwa r : oria?8 ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh- Imam Malik

menegaskan:

A.:I.!D 434‘ é—: é.: _JAJ A’H‘ a_)..bd\.b ;)“J‘ J\.b‘}'}_}d\-b\‘:

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
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isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu
as Sunnah, Juz |, halaman 249:

B riuadl g dao audaind Y oy L2 o3l Hladl darg 3l casdl 131
b (ool lgillay Jidemg 2,401 (92l (e Cllal Ol ey

asy
Artinya: “Jika isteri menggugaiieaee ‘ lya memadlorotkan terhadap
dirinya sehing yakan-le rumah tangga, maka
dibolehkan & -“o istOnrya : %cerai kepada hakim
dan bila perdamaianpun

tidak ter iy : r | u ba’in”;

Perkawinan jo.
jo. Pasal 116 h

! a itu gugatan
Penggugat patut d )

hkan talak satu

bain sughra Tergugat

b Penggugat;

a
berdasarkan berdasarkan Pa&gi89 Ayat (1) L ,.undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaifftana diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXxXxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyabse @mi Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Rin  Anggota, Putusan
W dan disampaikan
kepada para pihaff fnelc pada hari Senin
tanggal 29 Juli 2@P thi, b&iepatan G PW\Vuharram 1446
oF ' Bakim Anggota
era Pengganti

serta dihadiri olg rgugat secara

elektronik;
Ttd. Ttd.
Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran ....... Rp. 30.000,00
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2. BiayaProses........ Rp. 100.000,00 Untuk salinan

3. PNBP Pendaftaran Rp. 10.000,00 Pengadilan Agama Blitar
Surat Kuasa a.n. Panitera

4. Panggilan ............ Rp. 40.000,00 Panitera Muda Gugatan,

5. PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00

6. Sumpah ............. Rp 100.000,00

7. Redaksi............... Rp. 10.000,00

8. Meterai ............... Rp. 10.000,00 Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
Jumlah ............... Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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